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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idPENGADILAN MILITER  I - 03
P  A  D  A  N  G

P  U  T  U  S  A  N
Nomor  :   62 – K /  PM.I - 03 /  AD /  VI I  /  2011

”DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Mi l i t e r  I - 03  Padang  yang  bers i dang  d i  Padang  
dalam memer iksa  dan mengadi l i  perka ra  pidana  pada Tingka t  Per tama  
secara  In  absens ia  te lah  menja tuhkan  putusan  sebaga imana  
te rcan tum dibawah in i ,  da lam perkara  Terdakwa :

Nama lengkap :   AHMAN GUSYAHBANI
Pangkat  /  NRP : Serma /  21950149600875
Jabatan : Ba Rai  Ma
Kesatuan : Yonarhanudse  13/BS
Tempat  tangga l  lah i r : Purwakar ta ,  10  Agustus  

1975
Jen is  ke lamin : Lak i - lak i
Kewarganegaraan : Indones ia
A g a m a : Is l am
Tempat  t i ngga l : Asrama  Yonarhanudse  13/BS  Kubang 

Pekanbaru .

Terdakwa t i dak  di tahan .

PENGADILAN MILITER I  – 03 te rsebu t  d ia tas .

M e m b a c a      :  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  permulaan  dalam 
perkara  in i .

Memperhat i kan : 1. Sura t  Keputusan   Penyerahan  Perkara  dar i  
Pangdam I /BB  Selaku  Papera  Nomor  :  Kep /  192- 10 /  
V /  2011 tangga l  9 Mei  2011.

2. Sura t  Dakwaan  Odi tu r  Mi l i t e r  Nomor  :  Dak  /  
54 /  K /  AD /   I - 03  /  V /  2011  tangga l  30  Mei  
2011.

3. Relaas  pener imaan  sura t  pangg i l an  untuk  
menghadap  s idang    kepada  Terdakwa  dan  para  
Saks i .

4. Sura t - sura t  la i n  yang  berhubungan  dengan  
perkara  in i .

Mendengar : 1. Laporan  Odi tu r  Mi l i t e r  d i  pers i dangan  yang  
menyatakan  sebaga i  ber i ku t :  

a. Bahwa  Terdakwa  t i dak  dapat  d ihad i r kan  
dipe rs i dangan  walaupun  te l ah  dipangg i l  sesua i  
keten tuan  undang- undang.

b. Bahwa  Odi tu r  Mi l i t e r  t i dak  dapat  menjamin  
dapatnya  Terdakwa dihad i r kan  di  pers idangan .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id2. Pembacaan  Sura t  Dakwaan Odi tu r  Mi l i t e r  Nomor  :  

Sdak  /  54  /  K /  AD /  I - 03  /  V /  2011  tangga l  
30  Mei  2011  di  depan  s idang  yang  d i j ad i kan  
dasar  pemer iksaan  perkara  in i .

3.  Hal - ha l   yang  d i t e r angkan  oleh  para  Saks i  
d ibawah sumpah.

Memperhat i kan : Tuntu tan  pidana  (Requ is i t o i r )   Odi tu r  Mi l i t e r  
yang  dia j ukan  kepada  Maje l i s  Hakim  yang  pada  
pokoknya  Odi tu r  Mi l i t e r  berpendapat  bahwa 
Terdakwa  te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  
bersa lah  melakukan  t i ndak  pidana  :   “  DESERSI 
DALAM WAKTU DAMAI   “ ,  sebaga imana  dia tu r  dan  
diancam pidana  dalam  pasa l  87  ayat  (1 )  ke- 2  jo  
ayat  (2 )  KUHPM.

Dan  oleh  karenanya  Odi tu r  Mi l i t e r  mohon  agar  
Terdakwa di j a t uh i  p idana   :

 Pidana   :

1)    Pidana  pokok  : Penja ra  se lama 12 
(  dua belas  )  bu lan .

2) Pidana  Tambahan :    Dipeca t  dar i  d inas  
TNI  AD.

b.    Barang  bukt i  berupa  :

Sura t - Sura t  :

- 5 ( l ima )  lembar  daf ta r  absens i  Persone l  
Ton  Ops  In te l  Sikom  Raima  Yonarhanudse  
13/BS  atas  nama  Terdakwa  Serma  Ahman 
Gusyahban i  Nrp.  21950149600875  dar i  bu lan  
Ju l i  2010  sampai  dengan  bulan  Nopember  
2010.  yang  d i t anda  tangan i  o leh  Pas i  Pers  
Yonarhanudse  13/BS  Let tu  Arh  Sukandar  Nrp.  
586604.   

Mohon di l eka t kan  dalam berkas  perkara .

2)      Barang- Barang  :  N I  H I  L

c. Membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  10.0 00, -  
(sepu luh  r ibu   rup iah ) .               

Menimbang : 1. Bahwa da lam perkara  in i ,  Terdakwa se jak  semula  
sudah  melar i kan  di r i  sesua i  Laporan  Pol i s i  
Nomor  :  LP- 70  /  A- 70  /  XI I  /  2010  tangga l  1  
Desember  2010  dan  Ber i t a  Acara  Tidak  
Dike temukan  Tersangka  te r t angga l  27  Desember  
2010  yang  dibua t  o leh  peny id i k   Denpom I /3  
Pekanbaru .       

                                   
2. Bahwa  dalam  perkara  in i ,  Terdakwa  te l ah  

dipangg i l  o leh  Odi tu r  Mi l i t e r  secara  sah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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sebanyak   4 (empat )  ka l i ,  yakn i  :  

Sura t  Pangg i l an  ke- 1 dar i  Kaotmi l  I - 03  Padang  
Nomor  :  B /  629  /V I I  /  2011  tangga l  08  Ju l i  
2011

Sura t  Pangg i l an  ke- 2 dar i  Kaotmi l  I - 03  Padang  
Nomor  :  B /  725 /V I I I  /  2011 tangga l  4 Agustus  
2011

Sura t  Pangg i l an  ke- 3 dar i  Kaotmi l  I - 03  Padang  
Nomor  :  B  /  790  /  IX  /  2011  tangga l  06  
September  2011

Sura t  Pangg i l an  ke- 4 dar i  Kaotmi l  I - 03  Padang  
Nomor  :  B  /  996   /  XI  /  2011  tangga l  3 
Nopember  2011.

3. Bahwa  dar i  4  (empat )  ka l i  sura t  pangg i l an  
Odi tu r  Mi l i t e r  te rsebu t ,  p ihak  kesatuan  
Yonarhanudse  13/BS  te lah  member ikan  jawaban  
sebaga i  ber i ku t  :

a. Sura t  dar i  Komandan  Yonarhanudse  13/Bs  
Nomor  :  B/450 /V I I I / 2 011  tangga l  02  Agustus  
2011  menyatakan  bahwa  Terdakwa  Ahman 
Gusyahban i  Nrp.  21950149600875  t i dak  dapat  
mengiku t i  pers i dangan  Pengad i l an  Mi l i t e r  I - 03  
Padang sampai  dengan  sekarang  be lum kembal i  ke  
Kesatuan .

b.  Sura t  dar i  Komandan  Yonarhanudse  13/Bs  
Nomor  :  B/464 /V I I I / 2 011  tangga l  11  Agustus  
2011  menyatakan  bahwa  Terdakwa  Ahman 
Gusyahban i  Nrp.  21950149600875  t i dak  dapat  
mengiku t i  pers i dangan  Pengad i l an  Mi l i t e r  I - 03  
Padang sampai  dengan  sekarang  be lum kembal i  ke  
Kesatuan .

Menimbang : Bahwa beradasarkan  pasa l  143  Undang- undang  Nomor  
31  Tahun  1997  ten tang  Perad i l an  Mi l i t e r  yang  
berbuny i  sebaga i  ber i ku t            “  Perkara  
t i ndak  pidana  desers i  sebaga imana  d imaksud  dalam 
k i t ab  Undang- undang  Hukum Pidana  Mi l i t e r ,  yang  
Terdakwa  melar i kan  di r i  dan  t i dak  dike temukan  
lag i  da lam  waktu  6  (enam)  bulan  ber tu ru t - tu ru t  
ser ta  sudah  diupayakan  pemanggi l an  3 ( t i ga )  ka l i  
ber tu ru t - tu ru t  secara  sah,  te tap i  t i dak  hadi r  
d ipe rs i dangan  tanpa  suatu  alasan ,  dapat  d i l akukan  
pemer iksaan  dan  dipu tus  tanpa  hadi rnya  Terdakwa  
“ .    

Menimbang :  Bahwa dalam perkara  in i  berdasarkan  BAP POM 
Nomor  :  BP-65  /  A- 65  /  XI I  /  2010  tangga l  29  
Desember  2010  yang  menyatakan  bahwa  Terdakwa  
se jak  semula  sudah  melar i kan  di r i  dan  t i dak  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.iddike temukan ,  dan  se lan ju t nya  Terdakwa  te lah  

dipangg i l  secara  patu t  dan sah  sebanyak  4 ( empat )  
ka l i  ke  pers idangan  untuk  dis i dangkan  akan  
te tap i  Terdakwa  t i dak  juga  had i r  dan  Odi tu r  
Mi l i t e r  t i dak  dapat  lag i  menjamin  bahwa Terdakwa 
dapat  d ihad i r kan  ke  pers i dangan  dengan  alasan  
t i dak  mungkin  lag i  menemukan  dan  d ike tahu i  
a lamatnya  le tak  dimana  Terdakwa berada .  Disamping  
i t u  berdasarkan  sura t  dar i  Dan Yonarhanudse  13/BS 
te rsebu t  d i  atas  yang  disampaikan  Odi tu r  Mi l i t e r  
d i  pers i dangan  menerangkan  bahwa Terdakwa  Serma 
Ahman Gusyahban i  Nrp.  21950149600875  t i dak  dapat  
d ihad i r kan  d i  pers i dangan  Pengad i l an  Mi l i t e r  I - 03  
Padang  karena  Terdakwa  bers ta tus  Desers i  dan  
sampai  dengan  sekarang  be lum kembal i  ke  Kesatuan ,  
maka dengan  mendasar i  keten tuan  pasa l  143  UU No.  
31  Tahun  1997,  Maje l i s  berpendapa t  perkara  in i  
te l ah  memenuhi  syara t  untuk  dis i dangkan  secara  in  
absens ia .  

Menimbang :   Bahwa Terdakwa  berdasarkan  Sura t  Dakwaan 
Odi tu r   Mi l i t e r  pada Odi tu ra t  Mi l i t e r  I - 03 Padang 
Nomor Dak /  54 /  K /  AD /  I - 03 /  V /  2011 tangga l  
30 Mei  2011,  te lah  didakwa  melakukan  t i ndak  
pidana  sebaga i  ber i ku t   :

Bahwa  Terdakwa  pada  waktu - waktu  dan  d i t empat -
tempat  seper t i  te rsebu t  d i  bawah in i ,  ya i t u  pada  
tangga l  dua  puluh  enam bulan  Ju l i  tahun  dua  r i bu  
sepu luh ,  sampai  dengan  tangga l  satu  bu lan  
Desember  tahun  dua  r i bu  sepu luh  atau  set i dak -
t i daknya  di  Kesatuannya  Yonarhanudse  13/BS atau  
di  tempat -  tempat  la i n  yang  te rmasuk  daerah  hukum 
Pengad i l an  Mi l i t e r  I - 03  Padang  te l ah  melakukan  
t i ndak  pidana  :  “  Mi l i t e r  yang  karena  sa lahnya  
atau  dengan  senga ja  melakukan  ket i dak  had i ran  
tanpa  iz i n  da lam waktu  damai  leb ih  lama dar i  t i ga  
puluh  har i  “ ,  dengan cara - cara  sebaga i  ber i ku t  :  

Bahwa  Terdakwa  Serma  Ahman  Gusyahban i  Nrp.  
21950149600875   jaba tan  :  Ba  Rai  Ma kesatuan  
Yonarhanudse  13/BS  belum  member ikan  kete rangan  
karena  sampai  saat  in i  be lum kembal i  ke  kesatuan  
hingga  saat  melakukan  perbua tan  yang  menjad i  
perka ra  in i  dengan  pangakt  te rakh i r  Serma  Nrp.  
21950149600875

Bahwa  Terdakwa  Serma  Ahman  Gusyahban i  Nrp.  
21950149600875  Jabatan  Ba  Rai  Ma Yonarhanudse  
13/BS  te lah  meningga lkan  satuan  tanpa  i j i n  dar i  
Dansat  se jak  tangga l  26  Ju l i  2010  dan  hingga  
sekarang  belum kembal i  kesatuan .

Bahwa se lama  Terdakwa  meningga l kan  satuan  tanpa  
i j i n  yang  sah  dar i  Komandan satuan  Terdakwa t i dak  
pernah  member i t ahukan  keberadaannya  baik  mela lu i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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te l pon  ataupun  mela lu i  sura t .

Bahwa penyebab  Terdakwa meningga lkan  satuan  tanpa  
i j i n  yang  sah  dar i  Dansat  d ika renakan  Terdakwa 
mempunyai  hutang  baik  da lam satuan  maupun  d i l ua r  
satuan .

Bahwa se lama  Terdakwa  meningga l kan  satuan  tanpa  
i j i n  yang  sah  dar i  Komandan  Yonarhanudse  13/BS 
yang  berwenang  pihak  kesa tuan  Terdakwa  te l ah  
melakukan  pencar i an  disek i t a r  wi layah  Prop ins i  
Riau  khususnya  Pekanbaru  namun  Terdakwa  t i dak  
dike temukan  keberadaannya .

Bahwa Sampai  para  Saks i  d ipe r i k sa  oleh  peny id i k  
Denpom I / 3  Pomdam I /BB  pada  tangga l  1  Desember  
2010 Terdakwa belum kembal i  ke kesatuannya .

Bahwa dengan  demik ian  Terdakwa meningga l kan  d inas  
tanpa  i j i n  Komandan  Yonarhanudse  13/BS  se jak  
tangga l  26 Ju l i  2010 sampai  para  Saks i  d i  per i ksa  
oleh  para  peny id i k  Pol i s i  Mi l i t e r  pada  tangga l  1 
Desember  2010  atau  se lama  129  (se ra tus  dua  puluh  
sembi lan )  har i  secara  ber tu ru t - tu ru t  tanpa  
pengga l  waktu .

Bahwa  saat  Terdakwa  meningga lkan  satuan  tanpa  
i j i n  yang  sah  dar i  Komandan  satuan  Negara  
Republ i k  Indones ia  t i dak  ada da lam keadaan  perang  
dan khususnya  wi layah  prop ins i  Riau  dalam keadaan  
aman dan Terdakwa maupun kesa tuannya  t i dak  sedang  
dipe rs i apkan  untuk  melaksanakan  tugas  operas i  
mi l i t e r .

Berpendapat ,  bahwa  perbuatan  Terdakwa  te rsebu t  
te l ah   memenuhi   unsur - unsur   t i ndak  pidana  
sebaga i  mana  dia tu r  dan  diancam  dengan  pidana  
berdasarkan  pasa l  87  ayat  (1 )  ke  2  jo  ayat  (2 )  
KUHPM.

Menimbang  :  Bahwa dalam  perkara  in i  te l ah  dipangg i l  2  (dua)  
orang  saks i  ya i t u  Saks i  atas  nama  Serda  Maimun 
Nrp.  31950321920973  dan   Saks i  atas  nama Pelda  
Darmanto  Nrp.  587834  secara  sah  dan patu t ,  sesua i  
keten tuan  pasa l  139  Undang- undang  No.  31  tahun  
1997  namun para  saks i  te r sebu t  t i dak  dapat  had i r  
d ipe rs i dangan  tanpa  kete rangan .

Menimbang :  Bahwa  berdasarkan  keten tuan  pasa l  155  ayat  (1 )  
Undang- undang  Nomor  31  Tahun  1997  menyatakan  
apab i l a  saks i  sesudah  member i  kete rangan  da lam 
peny id i kan  meningga l  dun ia  atau  karena  halangan  
yang  sah  t i dak  dapat  hadi r  d is i dang  atau  t i dak  
dapat  d ipangg i l  karena  jauh  tempat  ked iaman  atau  
tempat  t i ngga lnya  atau  karena  sebab  la i n  yang  
berhubungan  dengan  kepent i ngan  negara ,  kete rangan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idyang  sudah  dibe r i k an  i t u  dibacakan .  Selan ju tnya  

dalam  ayat  (2 )nya  menyatakan  apab i l a  kete rangan  
i t u  sebe lumnya  sudah  dibe r i kan  dibawah  sumpah,  
kete rangan  i t u  disamakan  n i l a i n ya  dengan  
kete rangan  saks i  d i  bawah  sumpah  yang  diucapkan  
dis i dang .

Menimbang :   Bahwa  oleh  karena  kete rangan  para  saks i  yang  
t i dak  had i r  d ipe rs i dangan  te rsebu t  d i  atas ,  
kete rangannya  dalam  ber i t a  acara  pemer iksaan  
te l ah  dibe r i k an  dibawah  sumpah,  maka  dengan  
mendasar i  keten tuan  pasa l  155  ayat  (1 )  dan  ayat  
(2 )  Undang- undang  Nomor  31  Tahun  1997,  maka 
kete rangan  saks i  yang  t i dak  had i r  d ipe rs i dangan  
te rsebu t  te l ah  dibacakan  oleh  Odi tu r  Mi l i t e r  
da lam  ber i t a  acara  pemer iksaan  yang  dibua t  o leh  
peny id i k  sebaga i  ber i ku t  :

Saks i - I  :     

Nama lengkap : Maimun
 Pangkat  /  Nrp : Serda  /  31950321920973

Jabatan : Ba Jurad  Rai  Ma
 Kesatuan                       :  

Yonarhanudse  13/BS
 Tempat  tangga l  lah i r    :  Sig l i  (Aceh) ,  22 
September  1973 
 Jen is  ke lamin :   Lak i - lak i
 Kewarganegaraan :   Indones ia
 Agama :   Is l am

 Tempat  t i ngga l : Asrama Yonarhanudse  13/BS 
Kubang Pekanbaru .

Pada pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  Saks i  kena l  dengan  Terdakwa  se jak  tahun  
1996  pada  saat  sama- sama melaksanakan  or ien tas i  
d i  Yonarhanudse  13/B S dan  t i dak  ada  hubungan  
ke luarga /Fami l y .

Bahwa benar  Terdakwa  meningga lkan  satuan  tanpa  
i j i n  Komandan  se jak  tangga l  26  Ju l i  2010  sampai  
dengan  Saks i  d ipe r i k sa  di  Denpom I / 3  tangga l  21  
Desember  2010  Terdakwa  belum  juga  kembal i  ke  
Kesatuan . .

Bahwa  sepengetahuan  Saks i  te rdakwa  perg i  
meningga l kan  Kesatuan  dengan  tanpa  i j i n  dar i  
Komandan Satuan  karena  Terdakwa mempunyai  masalah  
hutang  piu tang .

Bahwa se lama Terdakwa  perg i  meningga lkan  Kesatuan  
tanpa  i j i n  Satuan  Saks i  t i dak  pernah  ber temu  
dengan  Terdakwa dan Saks i  t i dak  mengetahu i  d imana  
keberadaan  Terdakwa  ser ta  Saks i  t i dak  mengetahu i  
apa sa ja  keg ia tan  yang  di l akukan  oleh  Terdakwa.

Bahwa se lama  Terdakwa  perg i  meningga lkan  Kesatuan  
tanpa  i j i n  Komandan,  ba ik  Kesatuan  maupun 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7

Terdakwa  t i dak  sedang  d ipers i apkan  untuk  tugas  
operas i  mi l i t e r ,  Negara  Indones ia  da lam  keadaan  
aman dan damai .

Saks i - I I  :

Nama lengkap :  Darmanto
 Pangkat  /  Nrp :  Pelda  /  587834

Jabatan :  Dansi  Provoos /Yonarhanudse  
13/BS
 Kesatuan :  Yonarhanudse  13/BS

Tempat  tangga l  lah i r :  Par iaman (sumbar ) ,  7 
Januar i  1962
 Jen is  ke lamin :  Lak i - lak i
 Kewarganegaraan :  Indones ia
 Agama :  Is l am

Tempat  t i ngga l : J l .  Rawo  Bening  I  No.  8 
Tampan Pekanbaru .

Pada pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  Saks i  kena l  dengan  Terdakwa  se jak  tahun  
1996  saat  Terdakwa masuk  berd inas  di  Yonarhanudse  
13/BS dalam hubungan  anta ra  atasan  dengan  bawahan  
dan t i dak  ada hubungan  ke luarga .

Bahwa Terdakwa  te lah  perg i  meningga lkan  Kesatuan  
dengan  tanpa  i j i n  dar i  Dan Yonarhanudse  13/BS 
se jak  tangga l  26  Ju l i  2009  sampai  dengan  Saks i  
d ipe r i k sa  o leh  Peny id i k  Denpom I / 3  tangga l  23 
Desember  2010  Terdakwa  belum  juga  kembal i  ke  
Kesatuan .

Bahwa sepengetahuan  Saks i  yang  menjad i  penyebab  
Terdakwa  meningga lkan  Kesatuan  ada lah  karena  
Terdakwa   mempunya i  banyak  hutang  ba ik  te rhadap  
sesama  teman  d i  Kesatuan  maupun  te rhadap  orang  
la i n  di  lua r  Kesatuan  dan  sepengetahuan  Saks i  
Terdakwa  belum  mampu  melunas i  hutang- hutangnya  
te rsebu t .

Bahwa  baik  Kesatuan  maupun  Saks i  sudah  berupaya  
melakukan  pencar i an  te rhadap  Terdakwa dengan  cara  
Saks i  menghubung i  hand  phone  mi l i k  Terdakwa  
te tap i  t i dak  pernah  diangka t  o leh  Terdakwa,  
kemudian  Saks i  juga  pernah  datang  kerumah 
Terdakwa  te tap i  Saks i  t i dak  pernah  berhas i l  
menemui  Terdakwa.

Bahwa  se lama  Terdakwa  meningga lkan  Kesatuan  
dengan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Komandan Terdakwa  
t i dak  pernah  menghubung i  Kesatuan  untuk  
member i t ahukan  ten tang  keberadaannya  ba ik  mela lu i  
sura t  atau  te l epon .

Bahwa  sepengetahuan  Saks i  Terdakwa  perg i  
meningga l kan  Kesatuan   dengan  t i dak  membawa 
barang- barang  inven ta r i s  mi l i k  satuan .
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Bahwa  saat  Terdakwa  meningga lkan  satuan  tanpa  
i j i n  yang  sah  dar i  Komandan  satuan ,  Negara  
Republ i k  Indones ia  t i dak  dalam keadaan  perang  dan  
khususnya  wi layah  Prop ins i  Riau  dalam  keadaan  
aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya  t i dak  sedang  
dipe rs i apkan  untuk  melaksanakan  tugas  Operas i  
Mi l i t e r

Menimbang : Bahwa  Terdakwa  Serma  Ahman  Gusyahban i  Nrp.  
21950149600875  Jabatan  Ba  Rai  Ma,  Kesatuan  :  
Yonarhanudse  13/BS,  be lum  member ikan  kete rangan  
karena  se jak  tangga l  26  Ju l i  2010  sampai  dengan  
di l akukan  pemer iksaan  te rhadap  perkara  in i  o leh  
Pengad i l an  Mi l i t e r  I - 03 Padang tangga l  9 Nopember  
2011 Terdakwa belum kembal i  ke Kesatuan .

Menimbang :   Bahwa te rhadap  barang  bukt i  sura t  berupa  5 
( l ima )  lembar  daf ta r  absens i  Persone l  Ton  Ops 
In te l  Sikom  Raima  Yonarhanudse  13/BS  atas  nama 
Terdakwa  Serma  Ahman  Gusyahban i  Nrp.  
21950149600875  dar i  bu lan   Ju l i  2010  sampai  
dengan  bu lan  Nopember  2010 yang  d i t anda  tangan i  
o leh  Pasi  Pers  Yonarhanudse  13/BS  Let tu  Arh  
Sukandar  Nrp.  586604   yang  dia j ukan  oleh  Odi tu r  
Mi l i t e r  d i  pers i dangan .  Maje l i s  member ikan  
pendapatnya  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa sete lah  Maje l i s  menel i t i  bukt i  sura t  berupa  
5 ( Lima)  lembar  daf ta r  absens i  Terdakwa an.  Serma 
Ahman Gusyahban i  NRP 21950149600875 ,  Yonarhanudse  
13/BS dar i  bu lan  Ju l i   2010  sampai  dengan  bulan  
Nopember  2010 yang  di tanda  tangan i  o leh  Pasi  Pers  
Yonarhanudse  13/BS Let tu  Arh  Sukandar  Nrp.  586604  
te rsebu t ,  dan  te l ah  di te rangkan  sebaga i  barang  
bukt i  da lam perkara  in i ,  te rnya ta  berhubungan  dan  
bersesua ian  dengan  bukt i - bukt i  la i n .  Oleh  
karenanya  Maje l i s  berpendapat  bukt i  sura t  berupa  
5 (L ima)  lembar  daf ta r  absens i  Terdakwa an.  Serma 
Ahman  Gusyahban i  Nrp.  21950149600875,  
Yonarhanudse  13/BS  dar i  bu lan  Ju l i   2010  sampai  
dengan  bu lan  Nopember  2010 te rsebu t  dapat  
d i j ad i kan  sebaga i  barang  bukt i  da lam perkara  in i .

Menimbang    :  Bahwa  berdasarkan  kete rangan- kete rangan  para  
Saks i  d i  bawah sumpah dan barang  bukt i  sura t  yang  
dia jukan  ke  pers idangan  ser ta  petun juk - petun juk  
la i nnya  dan  sete lah  menghubungkan  yang  satu  
dengan  yang  la i nnya  maka  d ipe ro l eh  fak ta  hukum 
sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  benar  Terdakwa Ahman  Gusyahban i ,  ada lah  
Pra ju r i t  TNI  AD,  yang  pada  saat  melakukan  t i ndak  
pidana  yang  menjad i  perkara  in i ,  masih  berd inas  
akt i f  d i  Yonarhanudse  13/BS dengan  pangkat  Serma 
NRP.  21950149600875  dan sampai  dengan  pers idangan  
in i  be lum  pernah  d ibe rhen t i k an  sebaga i  anggota  
TNI .
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Bahwa  benar  Terdakwa  te l ah  perg i  meningga lkan  
Kesatuannya  atau  t i dak  masuk  dinas  dengan  tanpa  
ada  i j i n  yang  sah  dar i  Komandan  Kesatuan  se jak  
tangga l  26 Ju l i  2010  sampai  dengan  pers idangan  
perkaranya  di  Pengadi l an  Mi l i t e r  I - 03  Padang  
tangga l  9  Nopember  2011  seh ingga  Terdakwa  t i dak  
dapat  d ihad i r kan  dalam pers idangannya .

Bahwa benar  dengan  demik ian  Terdakwa  t i dak  masuk  
dinas  dengan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Dansatnya  
se jak  tangga l  26  Ju l i  2010  ber tu ru t - tu ru t  sampai  
dengan  perkara  Terdakwa  dis i dangkan  tangga l  9 
Nopember  2011  atau  se lama  ±   501  ( l ima  ra tus  
satu )  har i  yang  bera r t i  leb ih  lama dar i  30 har i .

Bahwa benar  yang  menjad i  penyebab  Terdakwa  perg i  
meningga l kan  Kesatuan  dengan  tanpa  i j i n  yang  sah  
dar i  atasannya  karena  masalah  ekonomi  d imana  
Terdakwa  mempunya i  banyak  hutang  ba ik  te rhadap  
sesama teman d i  satuan  maupun te rhadap  orang  la i n  
di l ua r  satuan  dan  Terdakwa  belum  mampu  untuk  
melunas i  hutang- hutangnya  te rsebu t .

Bahwa  benar  Kesatuan  te l ah  berupaya  melakukan  
pencar i an  te rhadap  Terdakwa  dengan  cara  
menghubung i  hand phone  mi l i k  Terdakwa dan mencar i  
Terdakwa  di  rumahnya  te tap i  sampai  dengan  
sekarang  Terdakwa t i dak  dapat  d i t emukan .

Bahwa  benar  se lama  Terdakwa  perg i  meningga lkan  
Kesatuan  dengan  tanpa  ada  i j i n  yang  sah  dar i  
Komandan  Kesatuan ,  Terdakwa  t i dak  pernah  
menghubung i  Kesatuan  baik  mela lu i  te lepon  atau  
sura t .

Bahwa  benar  pada  saat  Terdakwa  meningga lkan  
Kesatuan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Komandan 
kesatuan ,  Negara  Kesatuan  Republ i k  Indones ia  
berada  dalam  keadaan  damai  beg i t u  juga  Terdakwa  
maupun  kesatuannya  t i dak  sedang  dipe rs i apkan  
untuk  melaksanakan  tugas  operas i  mi l i t e r .

Menimbang :  Bahwa leb ih  dahu lu  Maje l i s  Hakim  akan  menanggap i  
beberapa  hal  yang  dikemukakan  oleh  Odi tu r  Mi l i t e r  
da lam tun tu tannya  dengan  mengemukakan  pendapatnya  
sebaga i  ber i ku t  :

  
Pada  Pr ins i pnya  Maje l i s  Hakim  sependapat  dengan  
unsur - unsur  t i ndak  pidana  yang  didakwakan  oleh  
Odi tu r  Mi l i t e r  sebaga imana  dikemukakan  dalam 
Tuntu tannya ,  namun mengenai  pembukt i an  unsur  dan  
permohonan  pidananya  Maje l i s  akan  
memper t imbangkan  send i r i  dalam putusannya .

Menimbang : Bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  akan  menanggap i  
mengenai  batasan  lamanya  t i ndak  pidana  pasa l  87  
ayat  (1 )  ke- 2 jo  ayat  (2 )  KUHPM sebaga imana  yang  
didakwakan  te rhadap  di r i  Terdakwa  dengan  

Disclaimer
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1. Bahwa  mengenai  perh i t ungan  jangka  waktu  
desers i  te rdapa t  beberapa  pendapat  yakn i  :

a. Ada yang  berpendapat  bahwa penentuan  waktu  
batas  akh i r  desers i  ada lah  sampai  dengan  
te rb i t n ya  laporan  po l i s i  atau  set i dak - t i daknya  
sampai  dengan  para  Saks i  d ipe r i k sa  oleh  
Peny id i k .

b. Ada juga  yang  berpendapat  untuk  menentukan  
batas  waktu  desers i  adalah  berdasarkan  waktu  
di tanda  tangan inya  sura t  keputusan  penyerahan  
perkara  (Skeppera ) .

c. Sedangkan  pendapat  la i n  mengatakan  bahwa 
batas  waktu  penentuan  akh i r  desers i  adalah  
pada saat  pemer iksaan  di  Pengad i l an .

2. Bahwa  dar i  beberapa  pendapat  mengenai  
pengh i t ungan  jangka  waktu  desers i  sebaga imana  di  
ura i kan  d ia tas ,  Maje l i s  leb ih  cenderung  memi l i h  
pendapat  yang  ket i ga  karena  pada  peny id i kan  
sampai  dengan  ke lua rnya  Skeppera  bahwa  t i ndak  
pidana  masih  ber ja l an  sampai  batas  waktu  yang  
belum  past i ,  baru  kemudian  sete lah  putusan  
pengad i l an  d i j a t uhkan  dan  perkaranya  mendapat  
kekuatan  hukum past i  maka perkara  te rsebu t  te lah  
se lesa i  dan secara  admin is t r a s i  b isa  di  eksekus i .

3. Bahwa berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas  maka 
Maje l i s  t i dak  sependapat  dengan  Odi tu r  Mi l i t e r  d i  
da lam  tun tu tannya  yang  menyimpulkan  bahwa 
te rhen t i n ya  t i ndak  pidana  pasa l  87  ayat  (1 )  ke- 2 
jo  ayat  (2 )  KUHPM sebaga imana  yang  didakwakan  
te rhadap  di r i  Terdakwa  ada lah  sampai  dengan  para  
saks i  d ipe r i k sa  oleh  peny id i k  pada  tangga l  1 
Desember  2010.

Menimbang : Bahwa  untuk  mempersa lahkan  seseorang  te l ah  
melakukan  t i ndak  pidana  maka  semua  unsur - unsur  
t i ndak  pidana  yang  didakwakan  harus lah  te rbuk t i  
secara  sah dan meyak inkan  menuru t  hukum.

Menimbang :    Bahwa  t i ndak  pidana  yang  d idakwakan  oleh  
Odi tu r  Mi l i t e r  da lam  Dakwaan  tungga l  mengandung  
unsur - unsur  sebaga i  ber i ku t  :

Unsur  Kesatu : “Mi l i t e r ” .
Unsur  Kedua : ”Yang  karena  sa lahnya  atau  

dengan senga ja ” .
Unsur  Ket iga      :   ”Melakukan  ket i dak  
had i ran  tanpa  iz i n ”
4. Unsur  Keempat :   ”Da lam waktu  damai ’  
5. Unsur  Kel ima : ‘ leb ih  lama  dar i  t i ga  
puluh  har i ”

Menimbang  :    Bahwa mengenai  dakwaan  te rsebu t  Maje l i s  Hakim 
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mengemukakan  pendapatnya  sebaga i  ber i ku t  :

Unsur  Kesatu  :  ”Mi l i t e r ”

a. Bahwa ”Mi l i t e r ”  berasa l  dar i  bahasa  Yunani  
”mi l es ”  ya i t u  orang- orang  yang  di  pers iapkan  
untuk  perang ,  untuk  i t u  yang  dimaksud  dengan  
Mi l i t e r  ada lah  anggota  angkatan  perang .

Bahwa sesua i  Pasa l  46 ayat  (1 )  ke- 1 KUHPM  dan  
pasa l  Pasa l  45  KUHPM  member i  penger t i an  
mi l i t e r  adalah  mereka  yang  ber i ka tan  dinas  
sukare la ,  mi l i t e r  waj ib  dan  person i l  cadangan  
pada angkatan  perang .

Berdasarkan  Pasa l  4  ayat (1 )  Undang- Undang 
Nomor  34  Tahun  2004  ten tang  Tenta ra  Nasiona l  
Indones ia  bahwa  yang  dimaksud  dengan  mi l i t e r  
ada lah  pra ju r i t  Tenta ra  Nasiona l  Indones ia  
yang  te rd i r i  dar i  TNI  Angkatan  Dara t ,  TNI  
Angkatan  Laut  dan  TNI  Angkatan  Udara  yang  
melaksanakan  tugasnya  secara  matra  atau  
gabungan  di  bawah pimpinan  Pangl ima .

 
d.   Bahwa  untuk  mengetahu i  seseorang  
te rsebu t  ada lah  mi l i t e r  dapat  d i l i h a t  dar i  
adanya  Skeppera  dar i  Papera ,  adanya  pangkat ,  
Nrp.  Jabatan  dan kesatuannya .  Begi tu  juga  saat  
melaksanakan  ked inasan  pra ju r i t  memakai  
seragam  TNI  sesua i  matranya  lengkap  dengan  
tanda  pangkat ,  lokas i  Kesatuan  dan  at r i bu t  
la i nnya .

Bahwa  berdasarkan  kete rangan  para  Saks i  
d ibawah  sumpah ser ta  ala t - ala t  bukt i  la i n  yang  
dia jukan  dipe rs i dangan  maka  te rungkap  fak ta  
hukum sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa benar  Terdakwa Ahman Gusyahban i ,  ada lah  
Pra ju r i t  TNI  AD,  yang  pada  saat  melakukan  
t i ndak  pidana  yang  menjad i  perkara  in i ,  masih  
berd inas  akt i f  d i  Yonarhanudse  13/BS dengan 
pangkat  serma NRP.  21950149600875

Bahwa  benar  sampai  saat  in i  Terdakwa  be lum 
pernah  mengakh i r i  atau  d iakh i r i   i ka tan  
dinasnya   sebaga i  anggota  TNI  ha l  in i  
d ipe rkua t  dengan  kete rangan  para  saks i  dan  
juga  adanya  Skeppera  dar i  Pangdam I /BB  se laku  
Papera  Nomor  :  Kep/ 192- 10/ V/201 1 tangga l  9 Mei  
2010  menyatakan  bahwa Terdakwa  ada lah  anggota  
TNI  AD yang  masih  berd inas  akt i f  sampai  dengan  
sekarang  d i  Yonarhanudse  13/BS.

Bahwa  benar  oleh  karena  Terdakwa  pada  saat  
melakukan  t i ndak  pidana  yang  didakwakan  
Terdakwa  masih  berd inas  akt i f  sebaga i  anggota  
TNI  AD maka kepada  Terdakwa dibe r l a kukan  hukum 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idpidana  mi l i t e r .

Dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim  berpendapat  
bahwa  unsur  per tama  ya i t u  ”  Mi l i t e r  ”  te l ah  
te rpenuh i .   

2. Unsur  Kedua  :  ”  Yang     karena      sa lahnya  
atau     dengan Sengaja  ”

a. Bahwa yang  dimaksud  karena  sa lahnya  berar t i  
ak iba t  yang  te r j ad i  /  t imbu l  i t u  merupakan  
has i l  atau  perwu judan  dar i  perbua tan  /  
t i ndakan  yang  d i l akukan  oleh  s i  pe laku  /  
Terdakwa  yang  disebabkan  karena  kurang  hat i -
hat i ,  sembrono,  kurang  waspada,  te l edo r ,  
ceroboh  dalam  menja lankan  peker j aannya  atau  
sek i ranya  s i  pe laku  /  Terdakwa i t u  sudah  hat i -
hat i ,  waspada  maka  ke jad ian  /  per i s t i wa  i t u  
dapat  d icegah .

Bahwa  apa  yang  dimaksud  ”Dengan  senga ja ”  
(do lus )  t i dak  ada  pen je lasan  atau  
penafs i r annya  da lam  KUHP.  Penafs i r an  mengenai  
”Dengan  Sengaja ”  atau  kesenga jaan  d isesua i kan  
dengan  perkembangan  dan  kesadaran  hukum 
masyaraka t .

Bahwa  kesenga jaan  (do lus )  ada lah  merupakan  
bag ian  dar i  kesa lahan  (schu ld ) .  Menuru t  memor i  
pen je l asan  (Memor ie  Van Toel i ch t i n g )  atau  MVT 
yang  dimaksud  dengan  kesenga jaan  adalah  
”menghendak i  dan  menginsya f i ”  (Wi l l e ns  en 
Wetens)  te r j ad i  suatu  t i ndakan  beser ta  
ak iba tnya .  Ar t i n ya  seseorang  yang  melakukan  
suatu  t i ndakan  ”Dengan  Sengaja ”  harus  
menghendak i  dan  menginsya f i  t i ndakan  te rsebu t  
beser ta  ak iba tnya .

Bahwa  oleh  karena  unsur  in i  ada lah  unsur  
al te rna t i f  maka  Maje l i s  hanya  membukt i kan  
sesua i  dengan  fak ta  yang  te rungkap  d i  
pers i dangan .

Bahwa  berdasarkan  kete rangan  para  Saks i  
d ibawah  sumpah ser ta  ala t - ala t  bukt i  la i n  yang  
dia jukan  dipe rs i dangan  maka  te rungkap  fak ta  
hukum sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa benar  se jak  tangga l  26  Ju l i  2010  sampai  
dengan  perkara  Terdakwa  di  s idangkan  oleh  
Pengad i l an  Mi l i t e r  I - 03  Padang  tangga l  9 
Nopember  2011 Terdakwa te l ah  t i dak  masuk dinas  
dengan  tanpa  ada  i j i n  yang  sah  dar i  Komandan  
Kesatuan .

Bahwa benar  sete lah  Terdakwa t i dak  masuk d inas  
dengan   tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Komandan 
Kesatuan ,  se lan ju t nya  pihak  Kesatuan  melakukan  
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pencar i an  te rhadap  di r i  Terdakwa  namun sampai  
dengan  perkaranya  d is i dangkan  tangga l  9 
Nopember  2011  Terdakwa  t i dak  pernah  
dike temukan.

c. Bahwa  benar  se lama  Terdakwa  t i dak  masuk  
dinas  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Komandan 
Kesatuan ,  Terdakwa t i dak  pernah  member i t ahukan  
ten tang  keberadaannya  kepada  Kesatuan  baik  
mela lu i  sura t  maupun lewat   te l epon .

Bahwa benar  rangka ian  perbua tan  Terdakwa  yang  
t i dak  masuk  dinas  tanpa  menempuh  prosedur  
per i j i n an  yang  ber laku  di  kesatuan ,  padaha l  
Terdakwa sebaga i  pra ju r i t  mengetahu i  pera tu ran  
yg  ber l aku  bi l a  t i dak  masuk  dinas  ba ik  untuk  
kepent i ngan  pr ibad i  maupun  untuk  kepent i ngan  
dinas  maka  harus  menempuh  prosedur  per i j i n an  
yang  ber laku  d ikesa tuan .  Demik ian  pula  se lama 
Terdakwa t i dak  masuk dinas  tanpa  i j i n  Komandan 
Satuan,  Terdakwa yang  t i dak  pernah  menghubung i  
Kesatuan  untuk  member i t ahukan  keberadaannya ,  
kesemuanya  in i  menunjukkan  bahwa  Terdakwa  
menghendak i  dan menginsya f i  t i ndakannya .

Dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim  berpendapat  
bahwa  unsur  kedua  ya i t u  ”  dengan  senga ja  ”  
te l ah  te rpenuh i .

 
3. Unsur  Ket iga  :  “  Melakukan  ket i dakhad i r an  
tanpa  iz i n  “

a. Yang  dimaksud  dengan  ket i dakhad i r an  adalah  
bahwa s ipe laku  melakukan  perbua tan  /  t i ndakan  
meningga lkan ,  menjauhkan  di r i ,  t i dak  berada  di  
suatu  tempat  yang  te lah  di ten tukan  bag inya  
untuk  melaksanakan   tugas  dalam  hal  in i  
kesatuan  Terdakwa,  d imana  seharusnya  s ipe laku  
dapat  melaksanakan  tugas- tugas  yang  menjad i  
tanggung  jawabnya.

b. Yang  dimaksud  tanpa  iz i n  berar t i  
ket i dakhad i r an  i t u  d i l akukan  s ipe laku  tanpa  
se iz i n  /  sepengetahuan  dar i  p impinan  /  
komandannya,  sebaga imana  laz imnya  set i ap  
anggota  TNI  yang  bermaksud  akan  meningga lkan  
kesatuan  baik  untuk  kepent i ngan  dinas  maupun 
kepent i ngan  pr ibad i  d iwa j i bkan  menempuh 
prosedur  per i z i nan  yang  ber laku  d i  
kesatuannya .  Yang berar t i  perbua tan  /  t i ndakan  
ket i dakhad i r an  tanpa  iz i n  adalah  sangat  
d i l a r ang  te r j ad i  d i l i n gkungan  mi l i t e r .

Bahwa  berdasarkan  kete rangan  para  Saks i  
d ibawah  sumpah,  ser ta  ala t - a la t  bukt i  la i n  
yang  dia jukan  dipe rs i dangan  maka  te rungkap  
fak ta  hukum sebaga i  ber i ku t  :

Disclaimer
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dengan  tanpa  i j i n  dar i  Komandan Kesatuan  se jak  
tangga l  26  Ju l i  2010  sampai  dengan  perkara  
Terdakwa  di  s idangkan  oleh  Pengad i l an  Mi l i t e r  
I - 03  Padang  tangga l  9  Nopember  2011,  d imana  
Terdakwa  t i dak  menempuh  prosedur  per i j i n an  
yang  ber laku  d ikesa tuan  ya i t u  te r l eb i h  dahu lu  
mengis i  buku  corp  rapor t  dan  dibeka l i  sura t  
i j i n  dan sura t  ja l an .

Bahwa benar  dengan  demik ian  se jak  tangga l  26 
Ju l i   2010   te rsebu t  Terdakwa  t i dak  berada  di  
Kesatuan  Yonarhanudse  13/BS d imana  seharusnya  
Terdakwa  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  
jawabnya  sebaga i  anggota ,  dan  Terdakwa  t i dak  
dike tahu i  keberadaannya  sampai  saat  in i .

Bahwa benar  se lama  Terdakwa  t i dak  masuk  dinas  
tanpa  i j i n  Komandan  Satuan  maka  kete rangan  
Terdakwa  di  da lam  daf ta r  absens i  Kima 
Yonarhanudse  13/BS di tu l i s  THTI  yang  berar t i  
Tidak  Hadi r  Tanpa  I j i n  dan  DIS  yang  bera r t i  
Desers i .

Dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim  berpendapat  
bahwa  unsur  ket i ga  ya i t u  ”  Melakukan  
ket i dakhad i r an  tanpa  iz i n  ”  te l ah  te rpenuh i .  

4.   Unsur  Keempat  :  “  Dalam waktu  damai  “

Yang  dimaksud  dalam  waktu  damai  ada lah  pada  
saat  atau  waktu  s ipe laku  melakukan  keg ia tan  
meningga l kan  kesatuan  te rsebu t  Negara  RI  t i dak  
dalam  daru ra t  perang  sebaga imana  yang  te l ah  
di ten tukan  oleh  undang- undang  atau  Kesatuan  
dimana  Terdakwa  pada  saat  ia  melakukan  
perbua tan  i t u  t i dak  sedang  dipers i apkan  untuk  
suatu  tugas  Operas i  Mi l i t e r  yang  di  ten tukan  
penguasa  Mi l i t e r  yang berwenang  untuk  i t u .

Bahwa  berdasarkan  kete rangan  para  Saks i  
d ibawah  sumpah ser ta  ala t - ala t  bukt i  la i n  yang  
dia jukan  dipe rs i dangan  maka  te rungkap  fak ta  
hukum sebaga i  ber i ku t  :

a. Bahwa  benar  se lama  Terdakwa  t i dak  masuk  
dinas   tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Komandan 
Satuan  se jak  tangga l  26  Ju l i  2010  sampai  
dengan  Perkaranya  dis i dangkan  o leh  Pengad i l an  
Mi l i t e r  I - 03  Padang  tangga l  9  Nopember  2011  
Negara  Republ i k  Indones ia  Indones ia  t i dak  
dalam  keadaan  berperang  dengan  Negara  la i n  
atau  dalam keadaan  darura t  perang .

b. Bahwa benar  pada  saat  Terdakwa  t i dak  masuk  
dinas   tanpa  i j i n  Komandan,  ba ik  Terdakwa  
maupun  Kesatuan  Terdakwa  t i dak  sedang  
dipe rs i apkan  untuk  melaksanakan  tugas  operas i  
Mi l i t e r .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15

Dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim  berpendapat  
bahwa unsur  keempat  ya i t u  ”  da lam waktu  damai  
”  te l ah  te rpenuh i .

5.    Unsur  ke  l ima  :  “ l eb i h  lama dar i  t i ga  puluh  
har i  “

Bahwa melakukan  ket i dakhad i r an  leb ih  lama dar i  
t i ga  puluh  har i  bera r t i  Terdakwa  t i dak  had i r  
tanpa  iz i n  secara  ber tu ru t - tu ru t  leb ih  lama 
dar i  waktu  t i ga  puluh  har i .

Bahwa  berdasarkan  kete rangan  para  Saks i  
d ibawah  sumpah ser ta  ala t - ala t  bukt i  la i n  yang  
dia jukan  dipe rs i dangan  maka  te rungkap  fak ta  
hukum sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa benar  Terdakwa  t i dak  masuk  dinas  tanpa  
iz i n  yang  sah  dar i  Komandan  Satuan  se jak  
tangga l  26  Ju l i  2010  sampai  dengan  perkaranya  
dis i dangkan  oleh  Pengadi l an  Mi l i t e r  I - 03  
Padang  tangga l  9 Nopember  2011  atau  501  ( l ima  
ra tus  satu )   har i  secara  ber tu ru t - tu ru t  tanpa  
pengga l  waktu .

Bahwa benar  waktu  se lama  kurang  leb ih  se lama 
501  ( l ima  ra tus  satu )   har i  ada lah  leb ih  lama 
dar i  30 ( t i ga  puluh)  har i .

Dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim  berpendapat  
bahwa  unsur  ke l ima  ya i t u  ”  leb ih  lama  dar i  
t i ga  puluh  har i  ”  te l ah  te rpenuh i .

Menimbang   :   Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  yang  diu ra i kan  
dia tas  yang  merupakan  fak ta - fak ta  yang  di temukan  
dida lam  pers idangan ,  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  
bahwa  te rdapa t  cukup  bukt i  yang  sah  dan  
meyak inkan  bahwa  Terdakwa  bersa lah  melakukan  
t i ndak  pidana  :  “  Mi l i t e r  yang  dengan  senga ja  
melakukan  ket i dak  hadi ran  dalam  waktu  damai  
leb ih  lama  dar i  t i ga  puluh  har i  “ ,  sebaga imana  
dia tu r  dan diancam pidana  dalam pasa l  87 ayat  (1 )  
ke–2  jo  ayat  (2 )  KUHPM.

Menimbang    :    Bahwa  sebe lum  sampai  pada  per t imbangan  
te rakh i r  da lam  mengadi l i  perka ra  in i ,  Maje l i s  
Hakim akan  meni la i  s i f a t  hakeka t  dan  ak iba t  dar i  
perbua tan  Terdakwa  ser ta  ha l - ha l  yang  
mempengaruh i  sebaga i  ber i ku t  :  

Bahwa  s i f a t  dar i  perbua tan  Terdakwa  yang  
meningga l kan  Kesatuan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  
atasan  yang  berwenang  pada  hakekatnya  merupakan  
cerminan  dar i  s ikap  dan  per i l a ku  Terdakwa  yang  
t i dak  menghi raukan  lag i  atu ran - atu ran  hukum yang  
ber l aku  di  l i ngkungan  TNI  dan  pada  hakekatnya  
merupakan  cara  bag i  Terdakwa untuk  melar i kan  di r i  
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maupun untuk  sementa ra  waktu .

Bahwa  sebaga i  pra ju r i t  yang  sega la  per i l a kunya  
sudah  dia tu r  da lam  atu ran - atu ran  mengenai  
d is i p l i n ,  Terdakwa mengetahu i  bahwa di r i n ya  waj ib  
berada  dikesa tuannya  secara  te rus  menerus  se lama  
masa dinasnya ,  dan  apab i l a  Ia  ing in  meningga lkan  
kesatuan  untuk  suatu   keper l uan ,  maka harus   ada  
iz i n  dar i  komandan  /  atasan  yang  berwenang  
member inya  iz i n ,  yang  cara  mendapatkannya  sudah  
dia tu r  secara  r i nc i .

Bahwa  ak iba t  perbua tan  Terdakwa  te rsebu t  dapat  
menyebabkan  te rbengka la i nya  tugas  yang  harus  
di l akukan  oleh  Terdakwa  di  Kesatuaanya  
Yonarhanudse  13/BS  yang  pada  akh i rnya  dapat  
mengak iba tkan  gaga lnya  pencapa ian  tugas- tugas  
Satuan  dan tugas  TNI  pada umumnya.

Menimbang :  Bahwa  mengenai  layak  atau  t i daknya  Terdakwa  
berada  dalam dinas  mi l i t e r ,  Maje l i s  mengemukakan  
pendapatnya  sebaga i   ber i ku t  :

1. Bahwa  Terdakwa  sebaga i  seorang  pra ju r i t  TNI  
seharusnya  menampi l kan  s ikap  dis i p l i n  da lam 
pelaksanaan  tugas  ser ta  mentaat i   sega la  
keten tuan   yang   ber laku    d i l i n gkungannya ,  akan  
te tap i  da lam  kenyataannya  Terdakwa  jus t r u  
melakukan  perbua tan  yang  dapat  menggoyahkan  
dis i p l i n  di  kesatuannya  bi l a  kepada  Terdakwa  
t i dak  d iambi l  t i ndakan  tegas .

2. Bahwa perbua tan  Terdakwa meningga lkan  kesatuan  
tanpa  i j i n  komandan  yang  berwenang  menunjukkan  
bahwa Terdakwa  sebaga i  seorang  pra ju r i t  TNI  yang  
mempunyai  tab ia t  yang  cenderung  menuru t i  
kehendaknya  send i r i  dan  t i dak  pedu l i  dengan  
keten tuan  hukum yang  ber laku ,  seh ingga  apab i l a  
Terdakwa  masih  diber i  kesempatan  untuk  te tap  
berd inas  dikhawat i r k an  akan  menimbulkan  kerug ian  
yang  leb ih  besar  bagi  kesatuannya ,  d isamping  i t u  
akan  menyul i t k an  bagi  Komandan  satuan  dalam 
melakukan  pembinaan  person i l  d i  Kesatuan ,  o leh  
karenanya  Terdakwa  harus  d ip i sahkan  dar i  
l i ngkungan  TNI .

3. Bahwa  pada  saat  perkara  in i  d is i dangkan  
Terdakwa  be lum  kembal i  ke  Kesatuannya  seh ingga  
menunjukkan  pada  di r i  Terdakwa  t i dak  ada  
ke ing inan  lag i  untuk  mengabdikan  di r i  d i  
l i ngkungan  TNI .

Dar i  per t imbangan  te rsebu t  d i  atas ,  Maje l i s  
berpendapat  Terdakwa  d ipandang  t i dak  layak  lag i  
dan  t i dak  pantas  untuk  dipe r t ahankan  da lam dinas  
mi l i t e r .  Oleh  karenanya  harus  dipeca t  dar i  d inas  
mi l i t e r

Menimbang    :    Bahwa tu juan  Maje l i s  Hakim  t i dak l ah  semata-
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mata  hanya  memidana  orang  yang  bersa lah  melakukan  
t i ndak  pidana ,  te tap i  mempunyai  tu j uan  untuk  
mendid i k  agar  yang  bersangku tan  dapat  insa f  dan  
kembal i  pada  ja l an  yang  benar  menjad i  warga  
Negara   yang  ba ik  sesua i  dengan  fa l sa fah  
Pancas i l a .  Oleh  karena  i t u  sebe lum  Maje l i s  
menja tuhkan  p idana  atas  di r i  Terdakwa  dalam 
perkara  in i  per l u  leb ih  dahu lu  memperhat i kan  
hal - ha l  yang  dapat  mer ingankan  dan  memberatkan  
pidananya    ya i t u  :

Hal - ha l  yang  mer ingankan    :  N I  H I  L

Hal - ha l  yang    memberatkan  :

Bahwa Terdakwa  sangat  ber ten tangan  dengan  Sapta  
Marga dan Sumpah Pra ju r i t .

2. Bahwa perbua tan  Terdakwa  dapat  merusak  send i -
send i  d is i p l i n  dan  keh idupan  TNI  khususnya  di  
Kesatuan  Terdakwa Yonarhanudse  13/BS dan TNI  pada  
umumnya.

3. Bahwa  perbua tan  Terdakwa  mencerminkan  s ikap  
menta l  yang  buruk  yang  menghindar  dar i  tugas  dan  
tanggung jawab  sebaga i  pra ju r i t  TNI .

Menimbang : Bahwa  se lama  dalam  pers idangan  t i dak  d i t emukan  
adanya  alasan  pemaaf  seh ingga  perbua tan  Terdakwa  
dapat  d i  per tanggung  jawabkan  sebaga i  sub jek  
Tindak  Pidana  o leh  karena  i t u  Terdakwa  harus  di  
hukum.

Menimbang   :  Bahwa sete lah  menel i t i  dan  mempert imbangkan  hal -
ha l  te rsebu t  d ia tas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  
bahwa  p idana  sebaga imana  te rcan tum  pada  dik t um  
in i  ada lah  adi l  dan  se imbang  dengan  kesa lahan  
Terdakwa.

Menimbang  :   Bahwa  oleh  karena  Terdakwa  harus  dip idana ,  
maka  ia  harus  d ibeban i  untuk  membayar  b iaya  
perkara .

Menimbang   :     Bahwa  barang- barang  bukt i  da lam  perkara  in i  
berupa  Sura t  :

- 5 ( l ima )  lembar  daf ta r  absens i  Persone l  Ton 
Ops  In te l  Sikom  Raima  Yonarhanudse  13/BS  atas  
nama  Terdakwa  Serma  Ahman  Gusyahban i  Nrp.  
21950149600875  dar i  bu lan   Ju l i  2010  sampai  
dengan  bu lan  Nopember  2010 yang  d i t anda  tangan i  
o leh  Pasi  Pers  Yonarhanudse  13/BS  Let tu  Arh  
Sukandar  Nrp.  586604 .   per lu  di ten tukan  sta tusnya  
ya i t u  te tap  di l eka t kan  dalam berkas  perkara .

Menginga t      :     Pasa l   87  ayat  (1 )  ke- 2  jo  ayat  (2 )  KUHPM 
jo  pasa l  26  KUHPM jo  pasa l  143  UU No 31  Tahun  
1997  dan  keten tuan  Perundang- undangan  la i n  yang  
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M E N G A D I  L I  :

Menyatakan  Terdakwa AHMAN GUSYAHBANI  NRP.  
21950149600875 ,   te rbuk t i  secara   sah  dan 
meyak inkan  bersa lah  melakukan  t i ndak   p idana  
:  

 “   Desers i  Dalam Waktu  Damai    ”  
  
2.    Memidana  Terdakwa oleh  karena  i t u   dengan  

:

Pidana  Pokok           :   Penja ra  se lama  1  
(sa tu )  tahun

Pidana  Tambahan   :    Dipeca t  dar i  Dinas  
Mi l i t e r .

3.   Menetapkan  barang- barang  bukt i  berupa  
Sura t  :

- 5 ( l ima )  lembar  daf ta r  absens i  Persone l  Ton 
Ops In te l  Sikom Raima Yonarhanudse  13/BS  atas  
nama  Terdakwa  Serma  Ahman  Gusyahban i  Nrp.  
21950149600875  dar i  bu lan   Ju l i  2010  sampai  
dengan  bu lan  Nopember  2010 yang  di tanda  
tangan i  o leh  Pasi  Pers  Yonarhanudse  13/BS  
Let tu  Arh  Sukandar  Nrp.  586604 .   

Tetap  di l eka t kan  dalam berkas  perkara .

Membebankan  biaya  perkara  kepada  Terdakwa sebesar  
Rp.  7.500 , -  ( tu j uh  r i bu  l ima  ra tus  rup iah ) .
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/  Demik ian  . . .

Demik ian  d ipu tuskan  pada  har i  in i  Rabu  tangga l  9  Nopember  

2011  di  da lam  musyawarah  Maje l i s  Hakim  oleh  ROZA MAIMUN,  SH 

LETNAN KOLONEL CHK (K) ,  NRP.  34117  sebaga i  Hakim  Ketua  ser ta  

JONARKU,  SH,  MAYOR SUS,  NRP.  528375  dan  ABDUL HALIM,  SH,  KAPTEN 

CHK,  NRP.  11020014330876  masing- masing  sebaga i  Hakim  Anggota  I  

dan sebaga i  Hakim Anggota  I I  yang  d iucapkan  pada har i  dan tangga l  

yang  sama o leh  Hakim  Ketua  di  da lam  s idang  yang  te rbuka  untuk  

umum dengan  dihad i r i  o leh  para  Hakim  Anggota  te rsebu t  d i  atas ,  

Odi tu r  Mi l i t e r  RUDIYANTO,  SH,  KAPTEN CHK,  NRP 2920130260469  dan 

Pani te ra  AHMAD JUNAEDI,  SH,  LETTU LAUT (KH) ,  NRP. 17425/P  ser ta  

dihadapan   umum  dan  tanpa  dihad i r i  Terdakwa.  

HAKIM KETUA

Cap/T td

ROZA MAIMUN,  SH
LETNAN KOLONEL CHK (K)  NRP.  34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU,  SH
MAYOR SUS NRP.  528375

HAKIM ANGGOTA – I I

Ttd

ABDUL HALIM,  SH
KAPTEN CHK, NRP. 
11020014330876  

                                 
      

PANITERA
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AHMAD JUNAEDI,  SH
LETTU LAUT (KH)   NRP. 17425/P
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